BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGRKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 40 TAHUN 205

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN LEBONG

DEHGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,
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a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tcnmrg

i
M

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah peﬂu._

ditetapkan Petunjuk Teknjs Pengelolaan Barang Milik Dacran
Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang,

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Lebong;
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i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan i
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun s,

1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a § &

Nomor 2828)'

2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyclenggaraan.
Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme !
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ’?5,%
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. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keudngan
Né.gara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor
4286); . |
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Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Leg

Menetapkan * PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SISTEM

DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

MEMUTUSKAN: i |
‘1

KABUPATEN LEBONG I‘

BAB 1
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KETENTUAN UMUM ‘
- Bagian Kesatu 2

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong.
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Pengertian ¥
pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daeral sebagali unsid

: Pasal [ :
Daam Peraturan.Bupati ini, yang dimaksud dengan:
“
H
)

5 ; ; punyelenggara pemerintahan daerah.
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Bupati adalah Bupati Lebong.

S,stem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berka::

-~

a1 b b
wam

schingga membentuk totalitas. W

Prosedur adalah cara memecahkan sesuatu masalah yang dilakukan langks
demi langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu.

Barang milik Dacrah Kabupaten Lebong sclanjutnya disebut sebagai baram
: mjlik daerah athu barang daerah adalah semua barang yvang dibeli
 diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupat.
~ Lebong atau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menuxa-
_» penyerahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Bengkulu atau dari pihak ketige
dan schagainya), termasuk di dalamnya adalah barang milik Daerah yar '
- pengelolaunnya berada pada Perusahaan Daerah /| Badan Usaha Milik Daeref

/Yaynsan Milik Dacrah, yang laporan keuangannya disajikan tersendiri dalaf
_ {ampiran laporan keuangan pemerintah daerah.

Bar-a.ng* Satua'n Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai bara
" SKPD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggar
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong atau perolehan lainny
vang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari Pemeriitaf

Pusat, Provinsi Bengkulu afau dari pihak ketiga dan sebagainya). 7

pengelolaannya berada pada SKPD.

m

Barang tidak bergerak adalah aset yang secara fisik menurut gifatnya t:.da.
dnpét bergerak/ di_pindahkan seperti tanah dan/atau bangunan. l
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Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebor
|

¥

- abat pengelola barang milik dacrah, terdiri dari :

~ vang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan?

o _bm__'}ang milik Daerah dalum hal ini adalah: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;

s ;kcrja perarigkat daerah dalam hal ini adalah kepala Dinas Pendapatan

_ barang daerah;

~ pengguna barang milik daerah sclanjutnya disebut pengguna adalah
. pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah dalam
- hal ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

< Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut ku:::
pengguna adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang diberi ki -
~ ‘untuk melaksanakan sebagian kewenangar pengguna barang dalaz

. melaksanakan scbagian tugas dan fungsi SKPD;

Penyimpan dan/atau pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan
untuk mcrerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang
diangkat oleh pengelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan jika
belum ada SK bar.;u, dipcrpanjang otomatis secara otomatis sampai dengan
3 buian setelah tahun anggaran berakhir dan bertanggungjawab kepada pengelol -
mclalui atasan langsungnya;

Panitia -_psnerima hasil pekerjaan barang/jasa adalah panitia ye»
diangkat .oleh Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
sctelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Buputi dan bertugas
mclaksaha]&an pnmcrikéaan rcalisasi pclaksanaan pengadaan barang/jasa
pcmerintah; :

Panitia pénakair adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati dan
bertugas melaksanakan pcneliiian terhadap barang milik
Dacrah yanz -akan d:pmdahtangankan,

Panitia penilai adalah panitia yang ditetapkan. oleh Bupati dan bertugs:
‘melaksanakan penelitian terhadap barang milik Daerah yang alkar
3 dipindahtangankan.

- it Kc:jaadaﬁh bagian terkecil dari satuan kerja yang dapat berdiri sendiri.

~. Pengelola barang milik daerah sclanjutnya disebut pengelola adalah pejabat.'

©. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembarnti}
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'_pcngciola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasilcant
penyelenggaraan pengeclolaan barang milik daerah yang ada pada satuanz:

Pcngeiolaan Keuangan dan Aset yang mempunyai kewenangan untuk mengelola | J
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Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Leborg

Zenyertaan modal Pemcrintah Kabupaten Lebong adalah pengalihan
<ezemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang
‘lak dipisauhkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
: ?x*éuxaai saham Daerah pada Badan Usaha, Milik Negara/Daerah atau badan hulurn
afgé:z:z'_ut

“zitaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi dan
‘4liltan pengelolaan barang milik Daerah,

?;g..~wu.s-ata adalah pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan
4gunaan, pemanfeatan dan pemindahtanganan Barang milik Daerah,

+: am rangka pencrtiban, penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan
by m-'g milik Daeruh sesuai permndahtangan yang berlaku,

:g¢garan Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan testi
=inistrasi pengelolaan barang milik Daerah.

fe f«;;aitan Perbendsharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhada:
. Seadahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan
bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

tutan ganti rugi adalah proses penyelesaian setiap kerugian Daerah
bal kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang
isle Daérah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

|1 8 _rdarisasi sarana’ dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah
r+—bakuan ruang kantor. perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas
f-' #a « lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

% ndarisasi harga adalah penctapan besaran harga barang sesuai jenis,
&41{"- sufikasi dan Kualitas dalam | (satu) periode tertentu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

ssragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengolaan
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Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten .&fe‘!_

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup |
Pasal 3 |
Eingkup'- sistem dan prosedur pengelolaan barang milik Daerah da L

cntue umum;
- reiugelola barang Daerah;
‘»~»ncanaan kebutuhan dan penganggaran;

turan ni adalah sebagai berikut: :
|

+=.gadaan barang;

_w=gadaan tanah;

~ purcichen hak berupa sumbangen /hibah;
iwnienmaan b&t‘ang n}ihk Daerah;

. ».mpanan barang milik Daerah;
it seaturan dan penggunaan;

¢~ atausahaan / pencatatan/pembukuan;
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- ..wan, penghapusan dan pemindahtanganan;
oinaan, pexigaman dan pengendalian; i

: s+7giayaan; dan ;
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Bagian Kentn
~ Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Daerah

s;ukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang
“er.ukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

~na, penyimpan dan pengurus barang.

58 - Baglan Kedua
Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 5
L}

s Daerah adalah pengelola barang thilik Dacrah.
sarang milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

"'er.ip‘uan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah:
« den menyetujui rencana kebutiihan barang milik Daerah;
3244 dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan barang

. Caerah;

3 Mgamr pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan
5 ) -a..g milik Daerah;

Wsm koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
B et s o 4
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Sistem dan Prosedur Pengeloiaan Barang Milik Daerch Kabupaten Leb

Bagian Ketiga

Pembantu Peagelola Barang Milik Damh
Pagal 6

 Pembantu Pengelola barang milik Daerah adalah untuk memban

a Sarang Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

u

= 1gelola barang milik Daerah bertugas dan bertanggungjawab:
aggcgsrdiqaaikan penyelenggaraan pen
' Tmasing-masing SKPD:;

:ﬁ%@é@k:aalkan koordinasi dan menghimpun rencana kebutuh
Serreh

gelolaan barang milik Daerah

an barang milik
untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD dan

érisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Daerah serta standarieagi

ﬂ'?i“-ﬁxz-;n pclaksanan teknis menetapkan penggunaan,

tii¢g7apusan dan pemindahtangmanbarangmﬂikDaerah;

Bagian Keempat
Pengguna Barang Milik Daerah‘f ~

Pasal 7

‘2tnge;ukan rencana kebutuhan barang SKPD yang dipimpinnya kepada
272t melalui pengelola;

.:ﬂ.$a;ukm permohonan Ipenetapan status untuk penguassan dan
“¢tggunaan Burang milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan

fo.ehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;

5 —=axukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang
<itéca dalam penguasaannya;

- aggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya

tuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat -
- _werah yang dipimpinnya;

=engamankan dan memelihara baran'g milik Daerah _{rang berada dalam
snglasaannya;

~:ngajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah kepada Bupati
- me.alui pengelola; "
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ﬁstem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebong

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 216

LLuran \pwundang undangan yang berkaitan dengan pengvlolaan barang

2 sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dqngan Peraturan
nyatakan tetap berlaku. -
Pasal 217

-pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ang dapat mengetahuinyn, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini

: - tannya dulam Berita Ducrah Kabupaten Lebong,

Ditetapkan di Tubei
pada lunggul \g flaquSfus 2015

BUPATI LEBONG

LEBONG

jias KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR ....
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